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standards implementation still faces gaps with field practices. The structural challenges identified

include the problem of overcapacity of correctional institutions, disharmony in
implementing regulations, limited human resources, and weak legal protection. This
study recommends the need for regulatory harmonization, optimization of alternative
sentencing, increasing the capacity of correctional officers, strengthening the
monitoring system based on civil society participation and independent institutions to
realize a just correctional system that respects human rights in accordance with the
mandate of the constitution and international standards.
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PENDAHULUAN

Pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan aspek krusial dalam
sistem peradilan pidana yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penegakan hukum dan
perlindungan hak asasi manusia. Lembaga pemasyarakatan bukan semata-mata institusi
pemenjaraan yang bersifat retributif, melainkan tempat pembinaan dan reintegrasi sosial
bagi warga binaan agar dapat kembali menjadi warga negara yang produktif dan
bertanggung jawab (Aris et al., 2022). Transformasi paradigma dari sistem kepenjaraan
menuju sistem pemasyarakatan mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung
tinggi martabat kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional yang termaktub
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan
hak asasi manusia dalam konteks pemasyarakatan telah mendapat pengaturan
komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
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